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PUTUSAN
Nomor 1363/Pdt.G/2024/PA.Kag
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG
Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Cerai Talak antara:
Identitas Pihak
PEMOHON, NIK 1602041107xxxxxX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan
SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Xxxx X, XX XX, XX XX,
XXXX XXXKK XXXXXK, XXXXXXXXX, XXKKKK, XXXXXXXXK XXXX XXXXXXXX
XXXX, Provinsi Xxxxxxxxx Xxxxxxx, selanjutnya sebagai Pemohon;
melawan
TERMOHON, NIK 1602136601xxxxxx umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTP, pekerjaan xxx XXXXX XxxxxX, tempat kediaman di Desa
XXXXX XXXXXX XX RT. 01, XXX XX, XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX,
XXXXXXXXX  XXXX  XXXXXXXX  XXXX,  Provinsi Xxxxxxxx XXXXXXX,
selanjutnya sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18
November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung
secara elektronik pada tanggal 19 November 2024 dengan register perkara
Nomor 1363/Pdt.G/2024/PA.Kag, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;
1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2012, Pemohon dan Termohon telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXX Lempuing XXXXXXXXX XXXX
XXXXXXXX XXXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:
xxx/23/11/2012, tertanggal 20 Maret 2024;
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2. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus Jejaka dan
Termohon menikah dengan Pemohon berstatus Perawan antara Pemohon
dan Termohon belum pernah bercerai;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun kemudian berpindah tempat
tinggal di rumah milik bersama di xxxx x, Rt 02, Rw 02, XXXX XXXXX XXXXXX,
XXXXXXXXX XXXXXXK, XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXX, hingga berpisah pada
Juni 2020;

4. Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah di karuniai 2 anak yang

bernama;
4.1. ANAK 1, lahir di Dabuk Rejo, 02-02-2013 (dalam asuhan
Pemohon);
4.2. ANAK 2, lahir di Margo Bhakti, 09-03-2016 (dalam asuhan
Termohon);

5. Bahwa sejak Juni 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon mulai tidak harmonis sehingga sering terjadi pertengkaran yang
disebabkan karena:

5.1. Termohon bersikap Keras kepala dan tidak menurut kepada

Pemohon;

5.2. Termohon bersikap kasar kepada orang tua Pemohon;

5.3. Termohon tempramental;

5.4. Termohon sering genit kepada laki-laki lain;

5.5. Antara Termohon dengan Pemohon sudah tidak ada kecocokan

lagi;
6. Puncak permasalahan tersebut terjadi pada Juni 2020. Hal ini
disebabkan saat itu Pemohon sedang bekerja di showroom dan sedang
berkeliling, sementara Termohon di rumah hanya bersantai. Menurut
keterangan anak Pemohon dan Termohon, ketika Pemohon keluar, ia
bertemu seseorang yang dikatakan mirip dengan orang yang sering
berkomunikasi melalui panggilan video dengan Termohon. Pemohon
kemudian bertanya kepada anaknya, "Apakah sering menelepon dengan
ibumu?" Anak tersebut mengiyakan dan mengatakan bahwa hal itu terjadi
saat Pemohon tidak ada di rumah. Kecurigaan Pemohon semakin kuat
ketika Pemohon meminta ponsel Termohon, yang dikunci dengan sandi,
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namun tidak diizinkan untuk memeriksanya. Ketika Pemohon
mendapatkan kesempatan, ia menyadap akun media sosial Termohon dan
menemukan bukti-bukti yang menguatkan, seperti percakapan dengan
seseorang yang diduga sebagai selingkuhan Termohon. Hal ini memicu
kemarahan Pemohon dan mendesaknya untuk mengakui perbuatannya.
Namun, Termohon tidak mengakui tuduhan tersebut dan tidak menerima
hal itu, sehingga Termohon akhirnya pulang ke rumah orang tuanya sambil
membawa anak kedua mereka;
7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon
telah berpisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di rumah orang
tua Pemohon xxxx X, Rt 02, Rw 02, XXXX XXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX,
XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXxXXX sedangkan Termohon tinggal bersama
orang tua Termohon di Desa XxXxxX XXXXxX XX Rt 01, Rw 02, XXXXXXXXX
XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXXX  XXXXXXXX XXXXX dan sejak saat itu pada
Desember 2018 telah berjalan 4 tahun 4 bulan sampai dengan sekarang
Pemohon dengan Termohon tidak saling pedulikan lagi layaknya suami
isteri;
8. Bahwa, pada sejak saat itu Pemohon sudah sering kali mengajak rujuk
Termohon namun, Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan
Pemohon;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu
Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung
kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Bahwa bedasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon dengan

hormat kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kayuagung Cqg.Yang Mulia

Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo kiranya dapat mengabulkan

Permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan yang amar-nya sebagai

berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
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2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak

satu Roj'l kepada Termohon (TERMOHON);

3. Membebankan biaya perkara menurut aturan hukum;
SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan
yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);
Kehadiran Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 1363/Pdt.G/2024/PA.Kag, yang
dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu
alasan yang sabh;
Pemeriksaan identitas

Bahwa, oleh karena Pemohon mendaftarkan perkaranya secara elektronik
selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dalam perkara
aquo dan ternyata identitas Pemohon telah sesuai sebagaimana surat
permohonan Pemohon;
Upaya Damai

Bahwa, Majelis Hakim di setiap persidangan telah mengupayakan
perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan
Termohon, namun tidak berhasil;
Mediasi

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/lkuasanya yang sah untuk
menghadap dipersidangan dan ternyata ketidakhadirannya bukan dikarenakan
alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas
panggilannya dibacakan di persidangan. Oleh karena itu upaya Mediasi dalam
perkara ini tidak dilaksanakan karena termasuk dalam kategori perkara yang
dikecualikan untuk dilaksanakan mediasi;
Pemeriksaan Pokok Perkara
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Bahwa oleh karena perkara ini tidak dapat dimediasi karena
ketidakhadiran Termohon, sehingga Majelis Hakim pada sidang tersebut telah
melakukan pemeriksaan materi pokok perkara dalam sidang tertutup untuk
umum yang diawali dengan dibacakannya permohonan Pemohon yang maksud
dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Pembuktian
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut:;
A.
Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/23/11/2012, yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX Lempuing, XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXX,
tertanggal 20 Maret 2012, bukti tersebut telah dinazagelen, diperiksa oleh
Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu
oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P;
B.
Saksi:

1. SAKSI 1, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,

pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di XXX XXX, XXX XXX, XXXX X,
Desa XXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXX,
Provinsi  xxxxxxxx Xxxxxxx, dihadapan persidangan memberikan
keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena
saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon
adalah suami istri yang sabh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak;
- Bahwa Pemohon ketika menikah dengan Termohon berstatus
jejaka dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus Perawan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dan
membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon kemudian

pindah ke rumah kediaman bersama sampai dengan berpisah;
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- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan
Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun akhir 2019 mulai
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri pertengkaran
Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Pemohon dan
Termohon berdasarkan cerita Pemohon;

- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran antara
Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon memiliki sifat
keras dan kurang patuh ketika dinasihati oleh Pemohon, Termohon
sering ikut nimbrung ketika ada rekan Pemohon yang sedang
berkunjung ke rumabh;

- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut
pada puncaknya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal
dalam satu rumah lagi;

- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman
bersama dan kembali ke rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi
saling memperhatikan sebagaimana layaknya suami dan isteri serta
telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun;

- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan
Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

- Bahwa, Saksi sudah menasihati Pemohon dan tidak sanggup
lagi untuk menasihati Pemohon;

2. SAKSI 2, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
XXXXXXXXXX, bertempat tinggal di xxx xxX, XXX xxX, XxxX X, Desa Marga
Bakti, XX XXXXXK, XXXXXXKKK XXXX XXXXXXXX XXXX, Provinsi xxxxxxxx
xxxxxxX, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah
yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena
saksi adalah adik kandung Pemohon;

- Bahwa, Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon
adalah suami istri yang sah;
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- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang

anak;

- Bahwa Pemohon ketika menikah dengan Termohon berstatus

jejaka dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus Perawan;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dan

membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon kemudian

pindah ke rumah kediaman bersama sampai dengan berpisah;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan

Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun akhir 2019 mulai

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri pertengkaran

Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Pemohon dan

Termohon berdasarkan cerita Pemohon;

- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran antara

Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon memiliki sifat

keras dan kurang patuh ketika dinasihati oleh Pemohon, Termohon

sering ikut nimbrung ketika ada rekan Pemohon yang sedang

berkunjung ke rumah;

- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut

pada puncaknya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal

dalam satu rumah lagi;

- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman

bersama dan kembali ke rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi

saling memperhatikan sebagaimana layaknya suami dan isteri serta

telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun;

- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan

Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

- Bahwa, Saksi sudah menasihati Pemohon dan tidak sanggup

lagi untuk menasihati Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut Pemohon menyatakan

tidak ada tanggapan ataupun pertanyaan yang disampaikan melalui Majelis
Hakim atas keterangan para saksi tersebut;
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Kesimpulan

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada
pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan
mohon putusan sedangkan oleh karena Termohon tidak pernah hadir
menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang
sah untuk menghadap di persidangan maka kesimpulan dari Termohon tidak
dapat diperoleh;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
sebagaimana diuraikan tersebut di atas;
Pertimbangan kewenangan

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang
diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal
49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tertuang dalam surat
permohonan Pemohon, tempat kediaman Termohon di Kabupaten Ogan
Komering llir, dan Termohon tidak membantah serta tidak menyatakan
keberatan terhadap hal tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan
kewenangan relatif Pengadilan Agama Kayuagung;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkara secara elektronik
melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai Pengguna Lain, Pemohon telah
dipanggil secara elektronik, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon
dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik
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sedangkan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, untuk
menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 145 RBg jo. Pasal
26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 15 Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana dirubah dengan
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 dan pada hari
persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di
persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dipersidangan atau
menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan
(Relaas) Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung Nomor
1363/Pdt.G/2024/PA.Kag dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukanlah
disebabkan oleh halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak
hadir;
Kedudukan Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya mendalilkan telah
melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX Lempuing, XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX
xxxx, oleh karena itu Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing)
untuk mengajukan gugatan cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang
sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
Tehnik Pemeriksaan Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan
tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/lkuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara
resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya
Termohon (Verstek) sesuai dengan pasal 149 juncto 150 Rbg. Dan hal ini
sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al
Anwar Il halaman 55 yang diambil alih oleh Majelis Hakim, berbunyi sebagai
berikut :
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ai b wlslle antsl Jlsisl et jjm 0ls
Artinya : “apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu
diputus dengan bukti-bukti (persaksian)”;
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 juncto pasal 150
R.bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Upaya damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon
agar kembali hidup rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, upaya damai
telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan
ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun
2009 juncto pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto
Pasal 143 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil’/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas)
Nomor 1363/Pdt.G/2024/PA.Kag yang dibacakan di persidangan, Termohon
telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Termohon
tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya upaya
mediasi dalam perkara aquo termasuk dalam kategori dikecualikan untuk
dilakukan sebagaimana maksud Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
Pemeriksaan pokok perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon alasan pokok
diajukan perkara ini, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak
rukun dan harmonis dikarenakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus
yang disebabkan karena Termohon bersikap Keras kepala dan tidak menurut

kepada Pemohon, Termohon bersikap kasar kepada orang tua Pemohon,
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Termohon tempramental, Termohon sering genit kepada laki-laki lain, Antara
Termohon dengan Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
Pembebanan pembuktian

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dipersidangan dapat
diartikan Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon
dan pula dapat dinilai sebagai bukti kebenaran permohonan Pemohon, namun
pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat
bukti yang menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg juncto pasal 1865
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pemohon berkewajiban untuk
membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamh Agung Nomor
3 tahun 2015 menyebutkan bahwa “pemeriksaan secara verstek terhadap
perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, hal tersebut sesuai
dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” oleh
karenanya Majelis Hakim telah memerintahkan wajib bukti kepada Pemohon
sebagai pihak yang mendalilkan permohonan, untuk itu Pemohon telah
mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksinya sebagaimana dalam duduk
perkara tersebut diatas;

Pertimbangan Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah
mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon, telah
dinazagelen di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-
Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, dan bukti tersebut juga
telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga oleh Majelis Hakim dapat diterima
untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak, maka
yang pertama dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dengan Termohon
mempunyai hubungan hukum (suami istri) untuk dapat bertindak sebagai pihak-
pihak dalam perkara a quo;
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Pemohon dengan
Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri) untuk dapat bertindak
sebagai pihak-pihak dalam perkara a quo, Pemohon telah mengajukan alat
bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah), berupa akta yang dibuat oleh pejabat
yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan pasal 285 RBg
juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didalam akta tersebut
diterangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon.
Dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil
suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan
mengikat (volledig en bindende bewijskracht), oleh karena itu harus dinyatakan
terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai
suami istri sah, sehingga menurut hukum masing-masing Pemohon dan
Termohon memiliki persona standi in judicio untuk bertindak sebagai pihak
dalam perkara in casu;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa,
berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah
terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam
Pasal 172 ayat (1) RBg, namun demikian majelis perlu mempertimbangkan pula
syarat materil pembuktian atas saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan Saksi 2
Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara rumah tangga
Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
terus menerus yang disebabkan karena Termohon memiliki sifat keras dan
kurang patuh ketika dinasihati oleh Pemohon, Termohon sering ikut nimbrung
ketika ada rekan Pemohon yang sedang berkunjung ke rumah, Pemohon dan
Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun, telah
diupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para Saksi Pemohon sudah sering menasihati
Pemohon agar dapat rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil,
oleh karenanya Saksi menyatakan tidak bersedia dan tidak sanggup lagi

merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan 2 Pemohon merupakan

pengetahuan yang dilihat langsung dan relevan dengan dalil-dalil yang harus
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dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Para Saksi tersebut telah

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan Para Saksi Pemohon
saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu
memenuhi syarat materiil saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti
surat maupun Saksi-saksi Pemohon, maka dapat ditemukan fakta peristiwa

sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah
pada tanggal 14 MAret 2012 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama
XXXXXXXXX Lempuing, XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXX, sesuai dengan Kutipan
Akta Nikah Nomor xxx/23/11/2012 tertanggal 20 Maret 2012;
2. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana
layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa sejak awal perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan karena Termohon
memiliki sifat keras dan kurang patuh ketika dinasihati oleh Pemohon,
Termohon sering ikut nimbrung ketika ada rekan Pemohon yang sedang
berkunjung ke rumah;
4. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah
dikarenakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga telah
pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun;
5. Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon baik oleh
keluarga maupun Majelis Hakim tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan
Termohon;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa yang ditemukan dipersidangan

tersebut dapat dikonstatir sebagai fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah
pada tanggal 14 Maret 2012 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama
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XXXXXXXXX Lempuing, XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXX, sesuai dengan Kutipan

Akta Nikah Nomor xxx/23/11/2012 tertanggal 20 Maret 2012;

2. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana

layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

3. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai

pada kondisi yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang susah

untuk dirukunkan kembali (marriage breakdown);
Pertimbangan petitum perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ditemukan dalam

persidangan, Pemohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama
sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal
hingga sekarang kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-
Undang Nomor 16 tahun 2019 Juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan junctis Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “antara suami dan
isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa untuk mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak
terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kayuagung, terlebih
dahulu Pemohon harus mempunyai ketetapan hati, sebagaimana ketentuan
dalam Al-qur'an surat al Bagarah ayat 227, yang berbunyi :

fle ot all 315 ¥l 153 32 O)s

Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa sebagai wujud ke'azaman (ketetapan hati) suami
dalam hal ini Pemohon terhadap Termohon, selama proses persidangan
Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan
perkawinan dengan Termohon, dan telah menunjukkan sikap serta tekadnya
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untuk bercerai dengan Termohon meskipun telah dinasehati oleh Majelis

Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 permohonan Pemohon patut
untuk dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan,
dan Pemohon sebelumnya belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon
maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu

rajf'i;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara
bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul
dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan
disebutkan dalam diktum amar putusan;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI:
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3.  Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak
satu raj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan
Agama Kayuagung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 523.500,00 (lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 masehi,
bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Korik Agustian,
S.Ad., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ismail, S.H.l. dan
Muhammad Hira Hidayat, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu
oleh Septi Emila, S.H.l. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh

Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.
Hakim Anggota |, Hakim Anggota I,

Muhammad Ismail, S.H.I. Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.
Panitera Pengganti,

Septi Emila, S.H.l.
Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00
1
2. Proses Rp 80.000,00
3. Panggilan Rp 393.500,00
4 PNBP Panggilan Rp 20.000,00
4. Redaksi Rp 10.000,00
5. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 523.500,00

(lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



